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ABSTRAK 

 

Penelitian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pelanggaran Lalu-

lintas Secara Diversi ” bertujuan untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian 

kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi. Dan mengetahui 

hambatan dan solusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana 

Pelanggaran Lalu Lintas secara Diversi. Metode penelitian dalam skripsi ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer 

sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kanit Laka 

Satlantas Polres Pati dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai 

sumber yang selanjutnya di analisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk 

menghasilkan kesimpulan.Hasil penelitian bahwa upaya penegakan hukum oleh 

Satlantas Polres Pati terhadap penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-

lintas secara Diversi apabila pelaku adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi 

belum berumur 18 tahun. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk 

melakukan upaya Diversi antara pelaku demi kepentingan tumbuh kembang anak. 

Tetapi dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, yaitu masih 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi. Solusinya adalah sosialisasi 

dan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian 

kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-lintas, masyarakat lebih paham mengenai 

penyelesaian pelanggaran tersebut. Sedangkan dalam menghadapi masalah tidak 

adanya pemahaman dalam penyelesaian kasus tindak pelanggaran lalu-lintas secara 

diversi dapat diterapkannya sosialisasi terhadap proses penyelesaian perkara 

apabila diselesaikan dengan tanpa menerapkan Diversi dapat memakan waktu yang 

lebih lama, serta memberikan pengertian kepada para pelanggar lalu-lintas untuk 

memikirkan kepatuhan adanya aturan dan pelanggar yang masih dibawah umur. 

Pengawasan yang lebih intens dari Kepolisian, 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu-Lintas, Secara  

Diversi 
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